109

BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 37 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pergeseran
anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
dan abyek belanja dalam jenis belanja dilakukan dengan cara
mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 dalam
pelaksanaannya;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari
Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3147);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan  Protokoler dan Keuwangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 MNomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah  untuk ketiga kalinya dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah MNomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



113

22, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006
Nomor 4 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2014 Nomar 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Pasal 1 angka 1 huruf a, angka 2
huruf b, Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2015 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 terdiri dari:
1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 101.550.987.416,00
b. Dana Perimbangan Rp 959.493.614.275,00
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 201.147.358.440,00
Jumlah Pendapatan® Rp 1.262.191.960.131,00
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2. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai Rp  45.151.351,973,00
1) Belanja barang dan jasa Rp 201.592.226.834,00
2) Belanja modal Rp__209.344.477.809,00
Rp 456.088.056.616,00
Jumlah Belanja Rp 1.262.191.960.131,00
Defisit Rp 0,00
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasai 3

Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 1I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI GORONTALO,
TTD
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

/ 4
éIA U TAYER

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 7
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Umum

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun2014 tentang Desa. Tata kelola
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien,
efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong- royong, dan akuntabel serta
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Namun demikian,
Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber APBDesa belum
mempunyai payung hukum yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pedoman Pengadaan
Barang/Jasa di desa sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka
penyusunan Peraturan Bupati tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa. Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati
ini adalah agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola
yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasai 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Yang dimaksud wilayah setempat adalah Desa atau Kecamatan yang

berdekatan

mengedepankan prinsip efektif dan efisien.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

pelaksana pengadaan

dengan
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Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2016
TANGGAL s2d
MARET
2016
TENTANG :PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA

FORMAT SURAT PERJANJIAN DAN LAPORAN PEKERJAAN

1. Contoh Format Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NBMOT S nnsnmanmansans
Pada hari ini .............. Tanggal .......... Bulan ............. Tahun Dua Ribu lima
belas bertempat di ........cccevsreerviniessnisssnrnnn.o., Kami yang bertandatangan dibawah ini
I. Nama § ivesamesesd TR AT
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .......coeees
Kecamatan .............. Kabupaten Gorontalo
Alamat Nomor ............ Selanjunya
II. Nama ¥ edisaisisiveeieiis s e e b
Jabatan :  Direktur/Pimpinan/Pemilik .........covvsreisvsniorssninnisnnnnesnnienn.
AAMAE | ceassssssnsississssnsissisissisns SEAMJUNYa

disebut PTHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK. Bahwa
PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
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Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah .........oeveieeiireiereeseesssesessns

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini
adalah sebesar Rp. .cccccvericvcrirennnnne S PR CP O I 11117 || )
termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada

waktunya.
Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ... (ccoeevvvereenn ) hari kerja
mulai tanggal .... ............. 2015 sampai dengan tanggal .... ............. 2015 sehingga
pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal .... ............. 2015.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

(2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan
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Pasal 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK
KEDUA dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;

2. membayar denda sebesar ........ % dari nilai pekerjaan dengan nominal

SEhEsAl R inssisssisanis (s RUPAN.

3. gugatan secara perdata, dan/atau

L

pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

®), e
2015
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK ~ KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
................................ BIES R iississbssmsiianinsseinsss
MENGETAHUI

KEPALA DESA
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2. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA ..... ... KECAMATAN ............... KABUPATEN GORONTALO
Jalan veernenennse NOMOF L., TEIGPON v
5s)
................ = T T .+ )

Nomor Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala Desa .............
Lampiran 1 (satu) Berkas di
Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

*) : Ditsi Nama Desa

Berdasarkan Keputusan Kepala
Desa ............ Kecamatan ............c.ice.... Kabupaten Gorontzlo
Nomor : ......... Tahun .......... tentang Pembentukan Tim Pengelola
Kegiatan Desa .......cccewnnne.  Kecamatan
Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 20...., bersama ini kami laporkan
dengan hormat bahwa pekerjaan ............cccveeveviveevennne... telah selesai
dilaksanakan pada tanggal .... .................. 20....

Adapun  dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan
<aseereenn. SEDAgaIMaENa terlampir,
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperiunya.

TIM PENGELOLA KEGIATAN

BUPATI GORONTALO,
TTD
NELSON POMALINGO



